
BUPATI SITUBONDO
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR tt TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PEN」 ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAN」 A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum Kesatu Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 6lK}il.7 l2O2O tentang
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam
Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona
Virus Disease 2Ol9 (Covid-l9) dan Diktum Kesatu
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.O 1 .O7 IMENKES 1215 l2O2O tentang
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang
Kesehatan Untuk Pencegahan danf atau Penanganan
Covid-19 Tahun Anggaran 2O2O, Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2O2O dapat digunakan untuk pencegahan dan/atau
penanganan COVID-19;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Pencegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah wajib melakukan
pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu
(refocusing) dan perubahan alokasi anggaran melalui
optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga
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C.

(BTT) yang tersedia dalam APBD tahun anggaran

2O2O. Dalam ha1 Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak
mencukupi, maka Pemerintah Daerah melakukan

refocusing dan perubahan alokasi anggaran serta

memanfaatkan uang kas yang tersedia antara lain
terhadap kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat

di kelurahan;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 33 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman Pen5rusunan

APBD Tahun Anggaran 2O2O, pada Romawi V Hal

Khusus Lainnya Nomor 28 dijelaskan, Program dan

kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat

earmark, DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas

Bumi dalam Otonomi Khusus, DBH-DR, DAU

Tambahan, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana

Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur
untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana

Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan
Keuangan yang bersifat Khusus dan Dana Transfer

Lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta

pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup
tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat

dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara pada

menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan
kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O2O atar,t

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran

2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 36 Tahun 2OI9 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O2O yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun

2020;

d.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

4l) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2l);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2OO4 Nomor 726,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5a09);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2077 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201,7

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5239) yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679\;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 7972 tentang

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat

Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten

Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1972 Nomor 38);

L2. Peraturan Pemerintah Nomor i09 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO, Tambahan

Lembaran Negara Nomor aO28);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Takrlun 2Ol2;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576) sebagaimana teiah diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O7O;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I4O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5781;

77. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4972\ yang telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2Ol8;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 1O tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 5161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 11 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219\;

2I. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah:ur. 20 14 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 14 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) yang telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4

Tahun 2016;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2418 tentang
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Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2071;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun

2019;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 18 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2076 Nomor 5a7);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun

2OI7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI7 Nomor 1067);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

222lPMK.O7 l2OL7 tentang Penggunaan,

Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai

Tembakau;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2019 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun

2Ol8 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
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Keuangan Partai Politik;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

19/PMK.07 l2O2O tentang Penyaluran dan

Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Ulokasi Umum

dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2O2O

dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease

20).9 (Covid-19);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2O2O tentang Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2Ol9 di Lingkungan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 2a9);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5

Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas

(PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah

Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2003 Nomor 5) yang telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5

Tahun 2OO7 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2OO7 Nomor 5);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);

38. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 17

Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahu

2006 Nomor 17);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2OO7 tentang Penetapan Atas Pendirian

Perseroan Terbatas (Frl) Radio Suara Situbondo

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7

Nomor 6);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);

4L Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10

Tahun 2Ot6 tentang Rencana Pembangltnan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun

20 16-2021 yang telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 201'9;
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42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8

Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8

Tahun 2079 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2Ol9 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O yang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor

72 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2Ol9 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN   BUPATI   SITUBONDO   TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN  BUPATI

NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG  PEN」 ABARAN

ANGGARAN   PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 36 Tahun 2OL9 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O

yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Bupati :

1. Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

2. Nomor 8 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2Ol9
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

3. Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2079
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

43.

44.

Menetapkan
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4.

5.

Nomor 1O Tahun 2O2O tentang Perubahan Keempat

Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun

2079 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kelima

Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun

2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggar 2 3 APR 2020
BUPATI SITUBONDO,

⌒

⌒

Diundangkan di Situbondo
pada tangga1 2 3 APR 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

SYAIFULLAH

BERTTA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2O2O NOMOR 14


